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ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai proses hukum vyang adil (due process of law) terhadap
tesangka/terdakwa. Dalam praktiknya, sejumlah kasus telah mewarnai Kketidakadilan dan
ketidakprofesionalan aparat penegak hukum dalam hal penanganan perkara. Oleh karenanya, mesti
ada proses hukum yang adil guna menjamin hak-hak tersangka/terdakwa ketika berhadapan dengan
sub-sistem peradilan pidana (integrated criminal justice system). Sehingga apa yang menjadi tujuan
hukum acara pidana yaitu menemukan kebenaran materil dapat terwujud. Untuk itu, dalam penegakan
hukum dituntut adanya penegakan hukum yang mempunyai integritas moral yang tinggi. Dalam tesis
ini Due process of law digunakan untuk melihat sejauh mana implementasi pidana mati di Indonesia
berhasil mewujudkan keadilan. Apakah penerapan pidana mati telah sesuai dengan asas-asas hukum
pidana terkhusus dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif (normative
legal research), yang mengumpulkan dan mengolah data dari data kepustakaan serta dianalisa
menggunakan pendekatan asas-asas hukum pidana dan pendekatan konsep (conceptual approach)
dengan metode analisa. deskriptif, .sehingga: hasil ‘yang. diperoleh setelah. dilakukan analisa hasil
penelitian adalah eksistensi pidana mati di Indonesia dalam penegakan hukum dapat diketahui melalui
tingginya angka statistik terhadap tuntutan jaksa penuntut umum di beberapa pengadilan berbanding
lurus dengan penjatuhan vonis pidana mati oleh hakim. Disisi lain, dalam proses kebijakan legislasi
terdapat penambahan tindak pidana yang diancam pidana mati. Konsekuensi penambahan ancaman
pidana mati ini dapat dilihat dengan terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini memberikan hukuman seperti tindak
kebiri dan pidana mati kepada pelaku. Walaupun tujuan pemidanaan pidana mati ditujukan untuk
melindungi kepentingan masyarakat. Maka, pidana mati ditempatkan sebagai upaya terakhir karena
pidana mati bukanlah sarana utama untuk mendukung tujuan pemidanaan tersebut. Hakim harus
memberikan pertimbangan yang selektif dan hati-hati sebelum menjatuhkan pidana mati, termasuk
pelaksanaan eksekusi mati yang dilaksanakan. Namun, fakta menunjukkan, para terdakwa yang
diancam dengan pidana mati, tidak mendapatkan proses hukum yang adil seperti pada kasus Yusman
Telaumbanua. Oleh karena itu, keberadaan sistem peradilan pidana sebagai wujud due process of law
dalam sebuah negara hukum kiranya berkomitmen untuk memberikan perlindungan
(rechtbescherming) terhadap para pencari keadilan (justititabelend) untuk mendapatkan proses hukum
yang adil dalam mempertahankan haknya.
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